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Abstrak — The Singapore Strait is an Indonesia-Singapore sea border area with strategic significance and high 

economic value. It is one of the world's most densely populated shipping lanes, with more than 70,000 ships 

passing through each year. The high economic value of the Singapore Strait is directly proportional to the 

increase in transnational crimes in these waters. Some incidents of lawlessness that occur in the Singapore 

Strait include piracy, drug trafficking, human trafficking, illegal immigrants, people smuggling, firearms 

smuggling, electronic goods smuggling, used clothing smuggling and other goods smuggling activities. 

Indonesia and Singapore have conducted dialogue and negotiations to resolve maritime boundary issues, 

mainly related to the territorial sea boundary in the eastern segment of the Singapore Strait, to which neither 

country has fully agreed. This issue poses various maritime security challenges in these waters. Considering the 

potential and naval threats in the Singapore Strait, the Indonesian Navy has made these waters one of the hot 

spot areas prioritised for Border Security Operations. The Indonesian Navy has conducted routine Operation 

Pamtas using KRI elements, which aims to provide a sense of security to all sea users in the Singapore Strait 

from the threat of violence, the threat of law violations, the threat of theft of marine resources and navigation 

threats. 
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I. PENDAHULUAN 

 Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah 

perairan mencapai 5,8 juta km
2
, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km (Amin, 2019). Sebagai 

negara kepulauan yang besar dan terletak diantara dua benua dan dua samudera, Indonesia memliki posisi yang 

sangat strategis karena bertetangga dengan 10 (sepuluh) negara, dan sekaligus juga memberikan tantangan 

tersendiri bagi Indonesia dalam hal mengelola perbatasan yang cukup besar jumlahnya (Gara et al., 2023). 

Perbatasan merupakan batas teritorial sebuah negara dan berpengaruh besar terhadap masalah pertahanan dan 

keamanan atau kedaulatan suatu negara (Bangun, 2017). Dari segi politis, wilayah perbatasan tergolong rawan 

terjadinya konflik dengan negara tetangga, karena adanya persinggungan batas territorial dan yurisdiksi, 

terutama pada wilayah-wilayah perbatasan yang segmen perbatasannya belum disepakati. Sementara itu 

kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam, baik di darat maupun di laut, semakin lama semakin 

berkembang, sehingga diperlukan upaya pembatasan-pembatasan agar tidak membahayakan kepentingan negara 

lain.  

Selat Singapura merupakan wilayah perbatasan laut antara Republik Indonesia (RI) dan Singapura, yang 

mempunyai nilai strategis karena menjadi salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Tercatat lebih dari 70.000 

kapal yang melintasi perairan ini setiap tahunnya (Pahlawan, 2021). Selat Singapura merupakan perpanjangan 

dari Selat Malaka dan memiliki tiga choke points, yaitu choke point yang berada di Philips Channel (lebar 1.600 

m dan 800 m untuk sisi deep water route dengan kedalaman 22,5 m), choke point di west bound lane dekat 

Buffalo Rock (lebar 532 m dengan kedalaman 20 m) dan choke l point di Pulau Batube lrhelnti (lelbar 800 m 

delngan ke ldalaman 21,2 m) (Irelwad, 2011). 
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Gambar 1. Batas Indonelsia-Singapura 

Sumbe lr: Pushidrosal, 2023 

Sellat Singapura me lmiliki arti stratelgis dan nilai e lkonomi y lang tinggi, se lhingga be lrbanding lurus de lngan 

me lningkatnyla keljahatan transnasional di pe lrairan telrselbut. Belbe lrapa keljadian pe llanggaran hukum ylang telrjadi 

di Se llat Singapura, antara lain tindak pidana pe lrompakan, pe lreldaran ge llap Narkoba, pelrdagangan manusia 

(human trafficking), imigran gellap, pelnylellundupan orang (peloplel smuggling), pelnylellundupan se lnjata api, 

pelnylellundupan barang e lle lktronik, pe lnylellundupan pakaian be lkas dan ke lgiatan pe lnylellundupan barang-barang 

lainnyla (diantaranyla bawang me lrah dan be lras pulut) (Suyladi & Priylonggo, 2022). 

Indone lsia dan Singapura, ylang telrle ltak stratelgis di Asia Telnggara, me lmiliki ke lpelntingan be lrsama dalam 

me lnjaga ke lamanan dan stabilitas maritim re lgional. Ke lrja sama antara keldua ne lgara tellah telrjalin dalam be lrbagai 

aspe lk, telrmasuk pelnge llolaan dan pe lne lgakan hukum di wilaylah pelrbatasan maritim be lrsama. Tonggak pelnting 

dalam hubungan bilatelral ini adalah pe lnandatanganan tiga pelrjanjian batas laut sellama be lbe lrapa delkadel telrakhir. 

Pelrjanjian pe lrtama, y lang diteltapkan pada tanggal 25 Me li 1973 dan be lrlaku elfe lktif pada tanggal 29 

Agustus 1974, me lne ltapkan batas laut di se lpanjang bagian telngah Sellat Singapura. Pelrjanjian ini me lle ltakkan 

dasar bagi pe lne ltapan batas le lbih lanjut di wilaylah lain dan me lnunjukkan komitme ln ke ldua ne lgara untuk 

me lnylelle lsaikan pe lrbe ldaan me llalui diplomasi dan nelgosiasi damai. 

Pelrjanjian keldua, me lnge lnai se lgme ln barat antara Pulau Nipa di Indone lsia dan Gosong Sultan (Sultan 

Shoal) di Singapura, ditandatangani pada tanggal 10 Marelt 2009 dan mulai be lrlaku pada tanggal 30 Agustus 

2010. Pelrjanjian ini me lmpe lrluas dan me lmpe lrje llas batas-batas ylang tellah diteltapkan selbe llumnyla, me lmpe lrkuat 

hubungan bilatelral, dan me lngurangi potelnsi konflik. Pelrjanjian ini juga pe lnting untuk me lmastikan pelnge llolaan 

sumbe lr dayla laut ylang e lfe lktif di kawasan telrselbut. 

Pelrjanjian ke ltiga ditandatangani di Singapura pada tanggal 3 Selptelmbe lr 2014 me lngatur selgme ln timur 

antara Changi di Singapura dan Pulau Batam di Indonelsia, me lle lngkapi pe lne ltapan batas se lpanjang 67,3 km dari 

pelrbatasan laut di Se llat Singapura. Be lrsama de lngan dua pe lrjanjian se lbe llumnyla, pelrjanjian ini me lncakup selluruh 

batas laut dan selcara relsmi dibe lri judul "Traktat Antara Relpublik Singapura dan Re lpublik Indone lsia telntang 

Pelne ltapan Batas Laut Wilay lah di Bagian Timur Sellat Singapura." Traktat ini me lnandai pe lncapaian pe lnting 

dalam upayla be lrkellanjutan ke ldua ne lgara untuk melmbina hubungan bilatelral ylang le lbih e lrat sambil me lmastikan 

kelamanan dan stabilitas Kawasan. 
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Gambar 2. Batas Indonelsia-Singapura 

Sumbelr:  UN.ORG, 2014 

 

Keltiga pelrjanjian ini me lnggambarkan upayla kontinu keldua nelgara dalam melnylellelsaikan isu-isu 

pelrbatasan melrelka mellalui dialog konstruktif dan kelrja sama ylang elrat. Namun, masih ada tantangan ylang harus 

dihadapi, telrutama telrkait delngan batas laut telritorial selgmeln timur ylang bellum selpelnuhnyla diselpakati. 

Kelputusan Mahkamah Intelrnasional (Intelrnational Court of Justicel/ICJ) pada Meli 2008 melnylatakan bahwa 

keldaulatan atas Peldra Branca belrada di tangan Singapura. Lelbih lanjut, ICJ melmutuskan bahwa keldaulatan atas 

Middlel Rocks belrada di tangan Malaylsia, selmelntara keldaulatan atas South Leldgel telrgantung pada nelgara ylang 

melmiliki pelrairan telritorial di selkitarnyla. Olelh karelna itu, keldaulatan atas South Leldgel masih bellum ditelntukan. 

Keltidakpastian ini belrdampak signifikan telrhadap kelamanan maritim dan hubungan bilatelral antara Indonelsia 

dan Singapura. Sellama ke ldaulatan atas South Leldgel bellum ditelntukan, pelneltapan batas maritim ylang jellas 

antara Indonelsia dan Singapura di selgmeln timur tidak dapat diselle lsaikan. Hal ini melmpelngaruhi upayla 

pelngamanan wilaylah pelrbatasan maritim, ylang belrpotelnsi melnimbulkan belrbagai tantangan kelamanan. 

 Delngan melmpelrtimbangkan potelnsi dan ancaman maritim di Sellat Singapura, TNI AL melnjadikan 

pelrairan ini selbagai salah satu hot spot arela ylang melnjadi prioritas Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas). 

TNI AL tellah melnggellar Opelrasi Pamtas selcara rutin delngan melnggunakan unsur-unsur KRI jajaran Komando 

Armada (Koarmada) I. Untuk melmastikan kelamanan maritim di wilaylah ini, TNI AL juga melnggellar opelrasi 

belrsama delngan Singapura, ylang belrnama Patroli Telrkoordinasi Indonelsia-Singapura (Patkor Indosin).  Sellain 

itu, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam delngan unsur-unsur KRI-nyla juga mellakukan opelrasi 

kelamanan laut telrbatas di wilaylah pelrairan ini. Opelrasi Pamtas ylang dilakukan olelh Koarmada I dan Lantamal 

IV belrtujuan untuk melmbe lrikan rasa aman kelpada selluruh pe lngguna laut di Sellat Singapura dari ancaman 

kelkelrasan, ancaman pellanggaran hukum, ancaman pelncurian sumbelr dayla laut dan ancaman navigasi (Sianturi, 

2015). 

Namun fakta elmpiris melnunjukkan bahwa keljahatan maritim di Sellat Singapura masih marak telrjadi. 

Pada tahun 2018 Direlktorat Jelndelral Bela dan Cukai (DJBC) Kelpri tellah mellakukan pelnindakan telrhadap 349 

kapal dan hingga Selptelmbelr 2019, tellah ditindak 311 kapal pelnylellundup pakaian belkas (Suyladi & Priylonggo, 

2022). DJBC Kelpri juga melnggagalkan pelnyle llundupan handphonel ylang belrjumlah 3.304 unit belrbagai melrk 

selpelrti iPhonel, Samsung, Googlel Pixell dan melrk lainnyla delngan nilai total melncapai Rp. 12 miliar dan 
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belrpotelnsi melnimbulkan kelrugian nelgara melncapai Rp. 2,5 miliar, selrta melnggagalkan pelnylellundupan 95.750 

babyl lobstelr delngan nilai total melncapai Rp. 12 M. 

Laporan mingguan ylang disusun olelh Relgional Coopelration Agrelelmelnt Combating Piracyl and Armeld 

Robbelryl Againts Ships in Asia (RelCAAP) Information Sharing Celntrel (ISC) melnylelbutkan bahwa pada bulan 

Novelmbelr 2020, telrjadi tiga kali pelrompakan di Sellat Singapura. Tiga pelrompakan itu masuk dalam katelgori 4, 

ylang artinyla pellaku tanpa selnjata dan tidak ada awak kapal ylang telrluka. Pada bulan Felbruari 2021, TNI AL 

melnangkap lima pellaku pe lncurian telrhadap kapal tongkang Linau-133 belrbelndelra Malaylsia ylang belrlaylar di 

pelrairan Sellat SIngapura. Selpanjang tahun 2021, tellah telrjadi tiga pelristiwa pelncurian telrhadap tongkang ylang 

belrlaylar di Sellat Singapura pada posisi ylang sama. Seldangkan pada tahun 2022, tellah telrjadi 10 keljadian 

pelrompakan kapal di Sellat Singapura. Tujuh diantaranyla telrjadi di jalur timur Sellat Singapura dan elmpat 

insideln telrjadi di lelpas pantai Nongsa Point, Pulau Batam, Indonelsia. 

Felnomelna ylang telrjadi di pelrairan pelrbatasan Indonelsia-Singapura saat ini adalah keltidakpastian batas 

laut telritorial selgmeln timur Indonelsia-Singapura (Bintan-South Leldgel/Middlel Rock/Peldra Branca), maraknyla 

keljahatan maritim di Sellat Singapura, Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) ylang bellum optimal, gellar 

Opelrasi Pamtas bellum belrsifat Opelrasi Gabungan, bellum adanyla relgulasi ylang melngatur selcara khusus telntang 

Opelrasi Pamtas dan keltelrbatasan sarana dan prasarana pelndukung Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura. 

 

Belrdasarkan latar bellakang masalah di atas, maka pelrmasalahan dalam pelnellitian ini dapat dirumuskan 

selbagai belrikut: 

a. Bagaimana TNI AL dapat melndukung upayla pelmelrintah Indonelsia dalam pelnylelle lsaian pelneltapan 

batas maritim delngan Singapura? 

b. Bagaimana gellar Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura saat ini? 

c. Bagaimana relgulasi ylang melngatur Opelrasi Pamtas saat ini? 

d. Bagaimana kondisi Sarpras pelndukung Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura saat ini? 

 

Untuk melndukung pelmbahasan dalam pelnellitian ini selhingga dapat melwujudkan konselp hasil pelnellitian 

ylang komprelhelnsif, maka pelnelliti melnggunakan landasan pelmikiran selbagai belrikut: 

a. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 telntang TNI.   Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 

2004 telntang TNI pasal 7 aylat (2) melnylelbutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan delngan Opelrasi 

Militelr Pelrang (OMP) dan Opelrasi Militelr Sellain Pelrang (OMSP), dimana salah satunyla adalah 

melngamankan wilaylah pelrbatasan.  Pasal ini melmiliki rellelvansi delngan pasal 9 ylang melnylelbutkan 

bahwa tugas TNI AL adalah mellaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pelrtahanan, melnelgakkan 

hukum dan melnjaga kelamanan di wilaylah laut ylurisdiksi nasional selsuai delngan keltelntuan hukum 

nasional dan hukum intelrnasional ylang tellah diratifikasi, mellaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut 

dalam rangka melndukung kelbijakan politik luar nelgelri ylang diteltapkan olelh pelmelrintah, mellaksanakan 

tugas TNI dalam pelmbangunan dan pelngelmbangan ke lkuatan matra laut, selrta mellaksanakan 

pelmbelrdaylaan wilaylah pelrtahanan laut. 

b. Telori Sela Powelr.   A.T Mahan dalam bukunyla Thel Influelncel of Sela Powelr Upon Historyl, 1660-

1783 melmpelrkelnalkan “Sela Powelr” ylang juga melnylelrtakan konselp “command of thel sela” mellalui 

kelunggulan kelkuatan angkatan laut ylang dikombinasikan delngan unsur maritim lainnyla. Melnurut 

tulisannyla, Mahan juga belrpelndapat bahwa angkatan laut selharusnyla digunakan selcara offelnsivel dan 

pada prinsipnyla digunakan untuk melnghancurkan kelkuatan armada/gugus telmpur lawan. Untuk 

elfelktifitas, maka armada selharusnyla dapat belrtindak selcara otonom. Untuk melnjadi bangsa ylang belsar, 

suatu bangsa harus dapat melnguasai kelpelntingannyla di laut dan melmbutuhkan Angkatan Laut ylang kuat 

untuk mellindungi dan melningkatkan kelpelntingannyla ylang lelbih luas lagi (Mahan, 1890).  Belrkaitan 

delngan hubungan antar bangsa, pelnelrapan stratelgi langsung (direlct stratelgyl) teltap pelrlu diupaylakan 

selbagaimana dianjurkan olelh Mahan (1890) delngan melnggunakan kapal-kapal dan pelrse lnjataan belsar.  

c. Telori Kelamanan Maritim.   Konselp kelamanan maritim belrada diantara dua pelmikiran ylang 

belrbelda ylaitu kelrangka pelmikiran tradisional dan kelrangka non-tradisional. Kellompok tradisional 

celndelrung untuk melmbatasi konselp kelamanan, seldangkan konselp non-tradisional melmiliki 

kelcelndelrungan untuk melmpelrluasnyla. Sama halnyla selpelrti ylang disampaikan Till (2013) bahwa maritim 

elrat kaitannyla delngan angkatan laut dan melmbeldakan angkatan laut me lnjadi dua ylaitu angkatan laut 

modelrn dan tradisional.  Istilah “kelamanan maritim” dapat melmiliki arti ylang belrbelda pada seltiap orang 

dan organisasi telrgantung dari kelpelntingan organisasi ylang seldang belrlangsung, atau kelpelntingan politik 

maupun pandangan idelologis. Kelamanan Maritim tidak pelrnah diartikan selbagai selbuah selktor isu ylang 

indelpelndeln. Rahman (2009) melnylelbutkan bahwa litelratur ylang sudah ada telrkait delngan kelamanan 
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maritim celndelrung fokus pada karaktelristik pelrairan dan pelnggunaannyla, selrta ancaman-ancaman ylang 

telrjadi di pelrairan (Rahman, 2009).  

 Konselp kelamanan maritim adalah pelndelkatan komprelhelnsif ylang mellibatkan upayla untuk 

mellindungi kelpelntingan nasional di pelrairan mellalui pelngawasan, pelngelndalian, dan pelnanggulangan 

ancaman ylang telrkait delngan kelgiatan maritim. Hal ini melncakup pelrlindungan telrhadap ancaman 

tradisional selpelrti selrangan militelr, selrta ancaman non-tradisional selpelrti pelrompakan, pelnylellundupan 

selnjata, pelrdagangan ilelgal, telrorismel maritim, pelncurian sumbe lr dayla alam, dan kelrusakan lingkungan 

laut. 

 

II. MELTODEL 

Meltodel pelnellitian ylang digunakan dalam pelnellitian ini adalah meltodel kualitatif. Meltodel kualitatif 

digunakan untuk melrumuskan geljala-geljala, informasi-informasi dan keltelrangan-keltelrangan telrkait opelrasi 

pelngamanan pelrbatasan Indonelsia-Singapura guna melningkatkan kelamanan maritim di Sellat Singapura. 

Pelnellitian kualitatif diartikan selbagai prosels pelnylellidikan untuk melmahami masalah sosial atau manusia, 

belrdasarkan melmbangun gambaran holistik komplelks, dibelntuk delngan kata-kata dan mellaporkan pandangan 

rinci dari informan. Masalah dalam pelnellitian kualitatif be lrsifat selmelntara, telntatif dan akan belrkelmbang atau 

belrganti seltellah pelnelliti belrada di lapangan. Pelnellitian kualitatif dimulai delngan belrpikir se lcara induktif, 

melnangkap belrbagai fakta atau felnomelna mellalui pelngamatan, lalu melnganalisa dan mellakukan telorisasi 

belrdasarkan apa ylang diamati. Prosels induktif me lngilustrasikan usaha pelnelliti untuk melngolah selcara belrulang-

ulang telma dan data basel pelnellitian hingga dapat melmbangun telma ylang utuh. Pelnellitian kualitatif ini dilakukan 

untuk melndelskripsikan telntang opelrasi pelngamanan pelrbatasan Indonelsia-Singapura di Sellat Singapura. 

Pelndelkatan pelnellitian ini melnelkankan pada pelndelkatan ylang holistik dan tidak parsial, selhingga dipelrole lh 

pelmahaman ylang utuh telntang suatu objelk.  

 

III.  HASIL DAN PELMBAHASAN 

Belrdasarkan rumusan masalah di atas, maka pelrmasalahan dalam tulisan ini dapat diuraikan selbagai 

belrikut: 

a. Dukungan TNI AL kelpada Pelmelrintah Indonelsia dalam pelnylellelsaian pelneltapan batas maritim 

delngan Singapura saat ini. 

Dukungan TNI AL dalam pelneltapan batas maritim delngan Singapura, melskipun krusial, masih 

melnghadapi seljumlah tantangan ylang me lnghambat optimalisasi. Partisipasi TNI AL melncakup surve li 

hidro-oselanografi, pelmeltaan wilaylah pelrbatasan, dan pelngamanan wilaylah telrselbut sellama prosels 

nelgosiasi. Namun, belbelrapa kelndala pelrlu diatasi, ylaitu: 

1) Keltelrbatasan sumbelr dayla dan anggaran.   TNI AL melmbutuhkan invelstasi dalam 

pelralatan surveli dan pe lmeltaan ylang canggih untuk melnghasilkan data ylang akurat dan kreldibell. 

Sellain itu, pelngamanan wilaylah pelrbatasan ylang luas dan komplelks melmelrlukan pelrsonell dan 

alutsista ylang me lmadai. Keltelrbatasan anggaran dapat melnghambat pelngadaan dan pelmelliharaan 

pelralatan selrta program pellatihan pelrsonell ylang melmadai. 

2) Koordinasi antar instansi telrkait pelrlu ditingkatkan.   Pelneltapan batas maritim mellibatkan 

belrbagai pelmangku kelpelntingan, telrmasuk Kelmelntelrian Luar Nelgelri, Kelme lntelrian Pelrtahanan, 

Kelmelntelrian Kellautan dan Pelrikanan, selrta Badan Informasi Gelospasial. Koordinasi ylang bellum 

optimal dapat melnylelbabkan inkonsistelnsi data dan intelrpreltasi, melnghambat prosels nelgosiasi, 

dan belrpotelnsi melnimbulkan konflik kelpelntingan. 

3) Dinamika gelopolitik relgional.   Klaim tumpang tindih dari nelgara teltangga, aktivitas ilelgal 

di wilaylah pelrbatasan, selrta pelrubahan kondisi lingkungan dapat melmpelngaruhi prosels pelneltapan 

batas maritim. TNI AL pelrlu melningkatkan kapabilitas intellijeln dan pelngawasan untuk 

melngidelntifikasi dan melrelspons dinamika telrselbut selcara elfelktif. 

b. Gellar Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura saat ini. 

Pellaksanaan Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) di Sellat Singapura saat ini didominasi ole lh 

TNI AL, delngan unsur-unsur matra lainnyla ylang belropelrasi di wilaylah telrselbut bellum telrintelgrasi selcara 

optimal. Hal ini melngakibatkan pelnggunaan alutsista ylang celndelrung selktoral, delngan komando ylang 

telrpisah dan tidak telrintelgrasi, selrta bellum melme lnuhi prinsip-prinsip intelropelrabilitas. Kondisi ini selcara 

signifikan melmpelngaruhi elfelktivitas dan elfisielnsi Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura. 
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Dominasi TNI AL dalam Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura melnimbulkan tantangan dalam hal 

intelgrasi dan koordinasi delngan matra lainnyla, selpelrti TNI AD dan TNI AU. Seltiap matra melmiliki 

doktrin, proseldur, dan sistelm komando ylang belrbelda, selhingga melnylulitkan pelngintelgrasian opelrasi 

selcara melnyle lluruh. Kurangnyla koordinasi ylang elfelktif dapat melnylelbabkan tumpang tindih tugas, 

duplikasi usaha, dan bahkan potelnsi konflik antar matra. 

Pelnggunaan alutsista ylang selktoral juga melnjadi masalah krusial. Selbagai contoh, TNI AL 

mungkin melmiliki kapal patroli canggih, se lmelntara TNI AU melmiliki pelsawat intai maritim ylang tidak 

dimanfaatkan selcara optimal dalam opelrasi gabungan. Hal ini melnylelbabkan pelmborosan sumbelr dayla 

dan melngurangi elfelktivitas opelrasi selcara kelselluruhan. 

Intelropelrabilitas, ylaitu kelmampuan sistelm dan organisasi untuk belkelrja sama selcara elfelktif, juga 

melnjadi tantangan dalam Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura. Kurangnyla standarisasi proseldur, 

pelrbeldaan sistelm komunikasi, dan keltidakcocokan pelralatan antar matra dapat melnghambat pelrtukaran 

informasi dan koordinasi ylang celpat dan akurat. 

c. Relgulasi ylang melngatur Opelrasi Pamtas saat ini. 

Keltiadaan pelraturan khusus ylang melngatur selcara komprelhelnsif dan telrpelrinci melngelnai Opelrasi 

Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) tellah melnciptakan seljumlah kelselnjangan signifikan ylang belrdampak 

pada elfelktivitas dan elfisie lnsi opelrasi. Kelselnjangan pelrtama adalah keltidakjellasan melkanismel koordinasi 

antar matra TNI. Tanpa relgulasi ylang jellas, koordinasi melnjadi tidak telrstruktur dan tidak elfisieln, 

melnylelbabkan tumpang tindih tugas, miskomunikasi, dan lambatnyla pelngambilan kelputusan. Contohnyla, 

kurangnyla koordinasi antara TNI AL dan TNI AU dalam pelmantauan wilaylah pelrbatasan dapat 

melngakibatkan cellah kelamanan ylang dapat dimanfaatkan olelh pihak-pihak ylang tidak belrtanggung 

jawab. 

Kelselnjangan keldua adalah pola tindak ylang tidak optimal. Kurangnyla peldoman ylang jellas 

melngelnai pola tindak dalam Opelrasi Pamtas melmbuat seltiap matra TNI celnde lrung belrtindak selndiri-

selndiri tanpa adanyla kelsellarasan stratelgi dan taktik. Hal ini melngakibatkan opelrasi tidak belrjalan optimal 

dan bahkan kontraproduktif. Misalnyla, TNI AL mungkin mellakukan patroli di satu arela selmelntara TNI 

AU mellakukan opelrasi di arela lain tanpa koordinasi ylang baik, selhingga melngurangi elfelktivitas 

kelselluruhan opelrasi. 

Keltiga, pelmborosan sumbelr dayla melnjadi masalah akibat keltiadaan relgulasi ylang melngatur 

pelmbagian tugas dan pelnggunaan sumbelr dayla antar matra. Belbelrapa matra TNI mungkin melnggunakan 

pelralatan ylang sama untuk tugas ylang sama, padahal sumbe lr dayla telrselbut dapat dialokasikan untuk 

tugas lain ylang lelbih melmbutuhkan. 

Keltelrbatasan kelwelnangan juga melnjadi kelselnjangan ylang signifikan. Dalam belbe lrapa kasus, TNI 

mungkin melnghadapi kelndala dalam melngambil tindakan telgas telrhadap pellanggaran di wilaylah 

pelrbatasan karelna keltelrbatasan kelwelnangan ylang diatur dalam pelraturan pelrundang-undangan ylang ada. 

Hal ini dapat melnghambat upayla TNI dalam melnjaga kelamanan dan keldaulatan wilaylah pelrbatasan. 

Olelh karelna itu, pelnylusunan pelraturan khusus ylang melngatur Opelrasi Pamtas selcara 

komprelhelnsif dan deltail sangat dipelrlukan. Pelraturan ini harus melncakup melkanismel koordinasi ylang 

jellas, pola tindak ylang telrpadu, pelmanfaatan telknologi, kelrja sama lintas selktor, dan kelwelnangan ylang 

melmadai bagi TNI. 

d. Kondisi Sarpras pelndukung Opelrasi Pamtas di Sellat Singapura saat ini. 

Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) di Sellat Singapura melrupakan tugas krusial ylang 

dielmban olelh TNI AL, delngan dukungan dari matra lainnyla. Kelbelrhasilan opelrasi ini sangat belrgantung 

pada keltelrseldiaan dan kapabilitas sarana dan prasarana (sarpras) pelndukung, telrutama ylang belrkaitan 

delngan dukungan logistik bagi Kapal Relpublik Indonelsia (KRI) dan Pelsawat Udara (Pelsud). 

E Lvaluasi telrhadap fasilitas pangkalan TNI AL di selkitar Sellat Singapura, ylaitu Tanjung Pinang, 

Batam, dan Tanjung Uban, melngindikasikan adanyla belbelrapa kelkurangan ylang dapat melmpelngaruhi 

elfelktivitas opelrasi pelngamanan pelrbatasan. 

Pelrtama, Lantamal IV/Batam bellum melmiliki delrmaga khusus untuk KRI (Kapal Relpublik 

Indonelsia), selhingga telrjadi pelnggunaan belrsama delngan kapal sipil. Kondisi ini belrpotelnsi 

melnimbulkan risiko kelamanan dan gangguan opelrasional. Keldua, delrmaga di Tanjung Pinang, me lskipun 

telrseldia, melmiliki keltelrbatasan dalam melngakomodasi kapal delngan draft ylang dalam, selhingga 

melmbatasi jelnis KRI ylang dapat belropelrasi di wilaylah telrselbut. Keltiga, fasilitas labuh di Tanjung Uban, 

hanyla mampu melndukung KRI delngan panjang kurang dari 100 meltelr, tidak melmadai untuk KRI ylang 

lelbih belsar dan modelrn. 
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Keltelrbatasan sarana dan prasarana ini melmiliki dampak ylang luas telrhadap elfelktivitas Opelrasi 

Pamtas. Pelrtama, mobilisasi KRI melnjadi telrhambat selhingga melnylelbabkan keltelrlambatan dalam 

melrelspons ancaman dan gangguan kelamanan. Keldua, pelmelliharaan dan pelrbaikan (Harkan) KRI 

telrganggu karelna kurangnyla fasilitas ylang melmadai, selpelrti belngkell pelrbaikan kapal ylang modelrn dan 

pelralatan pelrbaikan ellelktronik ylang mutakhir. Hal ini belrpotelnsi melnurunkan kelsiapan opelrasional dan 

melningkatkan risiko kelrusakan pada KRI. Keltiga, dukungan pelmbelkalan logistik cair (Logca) juga 

telrkelndala, telrmasuk keltelrbatasan kapasitas pelnylimpanan bahan bakar dan air belrsih. Akibatnyla, KRI 

mungkin harus lelbih selring kelmbali kel pangkalan untuk melngisi ulang pelrseldiaan, melngurangi waktu 

patroli dan pelngawasan di wilaylah pelrbatasan. 

Sellain itu, keltelrbatasan fasilitas pangkalan juga dapat melnghambat elfelktivitas dukungan logistik 

lainnyla, selpelrti dukungan kelselhatan bagi pelrsonell KRI, dukungan pelmelliharaan pelsawat udara, dan 

dukungan komunikasi. Hal ini dapat melnurunkan moral dan motivasi pelrsonell ylang belrtugas, selrta 

melngurangi elfe lktivitas kelselluruhan opelrasi. 

Olelh karelna itu, pelningkatan dan pelngelmbangan sarpras pelndukung di pangkalan TNI AL di 

selkitar Sellat Singapura melnjadi suatu kelharusan. Pelmbangunan delrmaga khusus TNI AL di Lantamal 

IV/Batam, pelrluasan dan modelrnisasi de lrmaga di Tanjung Pinang, selrta pelningkatan kapasitas fasilitas 

labuh di Tanjung Uban melrupakan langkah-langkah pelnting ylang pelrlu selgelra diambil. Sellain itu, 

invelstasi dalam pelralatan Harkan ylang modelrn, pelningkatan kapasitas pelnylimpanan Logca, dan 

pelngelmbangan fasilitas pelndukung lainnyla juga pelrlu diprioritaskan. 

 

Untuk melngatasi pelrmasalahan di atas, maka pelrlu dilakukan upayla-upayla, melliputi: 

a. Upayla TNI AL untuk melndukung Pelmelrintah Indonelsia dalam pelnylellelsaian pelneltapan batas 

maritim delngan Singapura. 

TNI AL melmiliki pelran krusial dalam melndukung pelmelrintah Indonelsia dalam prosels pelneltapan 

batas maritim delngan Singapura. Namun, telrdapat belbelrapa kelndala ylang pelrlu diatasi untuk optimalisasi 

pelran telrselbut. Keltelrbatasan anggaran dan sumbelr dayla melnjadi hambatan utama, melngingat kelbutuhan 

akan pelralatan surveli dan pelmeltaan modelrn, selrta alutsista ylang melmadai untuk pelngamanan wilaylah 

pelrbatasan. Sellain itu, koordinasi antar instansi telrkait pelrlu ditingkatkan guna melmastikan konsistelnsi 

data, kellancaran nelgosiasi, dan melnghindari potelnsi konflik kelpelntingan. Dinamika gelopolitik relgional 

juga melnjadi faktor ylang pelrlu diantisipasi, selhingga TNI AL pelrlu melningkatkan kapabilitas intellijeln 

dan pelngawasan. 

Untuk melngatasi keltelrbatasan anggaran dan sumbelr dayla, TNI AL dapat melngupaylakan 

pelningkatan alokasi anggaran dari pelmelrintah untuk melndukung kelgiatan pelneltapan batas maritim. 

Sellain itu, melnjalin kelrja sama delngan pihak swasta atau lelmbaga intelrnasional dapat melnjadi altelrnatif 

untuk melmpelrolelh sumbelr dayla tambahan, selpelrti pelralatan surveli dan pelmeltaan ylang canggih. 

Pelmanfaatan telknologi modelrn juga dapat melmbantu melningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas pelnggunaan 

sumbelr dayla ylang ada. 

Pelnguatan koordinasi antar instansi telrkait melrupakan langkah pelnting lainnyla. TNI AL pelrlu 

melmbangun komunikasi ylang intelnsif dan transparan delngan Kelmelntelrian Luar Nelgelri, Kelme lntelrian 

Pelrtahanan, Kelmelntelrian Kellautan dan Pelrikanan, selrta Badan Informasi Gelospasial. Pelmbelntukan tim 

koordinasi khusus ylang mellibatkan pelrwakilan dari selmua instansi telrkait dapat melnjadi solusi untuk 

melmastikan kellancaran pelrtukaran informasi, sinkronisasi data, dan pelngambilan kelputusan ylang 

telrpadu. 

Dalam melnghadapi dinamika gelopolitik relgional, TNI AL pelrlu melningkatkan kapabilitas 

intellijeln dan pelngawasan di wilaylah pelrbatasan. Hal ini dapat dilakukan mellalui pelningkatan patroli laut 

dan udara, pelnggunaan telknologi pelngawasan selpelrti radar dan satellit, selrta pelngumpulan dan analisis 

informasi dari belrbagai sumbelr. Sellain itu, TNI AL juga pelrlu melmpelrkuat kelrja sama delngan angkatan 

laut nelgara-nelgara teltangga untuk belrbagi informasi dan mellakukan opelrasi gabungan dalam melnjaga 

kelamanan dan stabilitas relgional. 

Pelningkatan kapasitas dan kapabilitas pelrsonell TNI AL juga melnjadi fokus utama. Pellatihan dan 

pelndidikan ylang rellelvan de lngan pelneltapan batas maritim, selpelrti telknik surveli hidro-oselanografi, 

pelmeltaan wilaylah pelrbatasan, nelgosiasi, dan hukum laut intelrnasional, pelrlu ditingkatkan. Sellain itu, 

rotasi pelnugasan pelrsonell selcara belrkala dapat melmbelrikan pelngalaman dan pelngeltahuan ylang lelbih 

luas bagi pelrsonell TNI AL dalam melnangani isu-isu pelrbatasan. 

Delngan melngatasi kelndala-kelndala telrselbut dan mellaksanakan langkah-langkah stratelgis ylang 

telpat, TNI AL dapat melngoptimalkan pelrannyla dalam melndukung pelmelrintah Indonelsia dalam 
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pelnyle llelsaian pelneltapan batas maritim delngan Singapura. Upayla ini akan belrkontribusi pada telrwujudnyla 

batas maritim ylang jellas, adil, dan ditelrima olelh keldua nelgara, selrta melmpelrkuat kelamanan dan stabilitas 

di kawasan Sellat Singapura. 

b. Gellar Opelrasi Gabungan TNI untuk melngamankan pelrbatasan Indonelsia-Singapura di Sellat 

Singapura. 

Belrdasarkan telori Sela Powelr Mahan (1980), konselp "command of thel sela" dapat dicapai mellalui 

supelrioritas kelkuatan angkatan laut ylang telrintelgrasi delngan ellelmeln maritim lainnyla. Untuk 

melwujudkan pelngelndalian laut di Sellat Singapura, TNI AL dapat melnggellar opelrasi ylang melncakup 

pelnelmpatan belrbagai jelnis KRI (Kapal Pelrang Relpublik Indonelsia) selpelrti korvelt, frigat, kapal sellam, 

dan kapal patroli celpat. Sellain itu, Pelsud (Pelsawat Udara) selpelrti pelsawat intai maritim dan hellikoptelr 

dapat dikelrahkan untuk melmpelrluas jangkauan pelngawasan dan melmbe lrikan relspons celpat telrhadap 

ancaman. Pangkalan TNI AL di selkitar Sellat Singapura, selpelrti di Batam dan Tanjung Pinang, juga dapat 

dipelrkuat untuk melndukung opelrasi ini. 

Opelrasi ini belrtujuan untuk melncelgah dan melngatasi potelnsi ancaman di Sellat Singapura. 

Ancaman tradisional ylang mungkin telrjadi melliputi pelmbajakan, pelrompakan, pelnyle llundupan, dan 

pellanggaran wilaylah. Selmelntara itu, ancaman non-tradisional selpelrti telrorismel maritim, pelnangkapan 

ikan ile lgal, pelncelmaran laut, dan belncana alam juga pelrlu diantisipasi. 

Sellain TNI AL, opelrasi matra darat dapat dilakukan dalam belntuk opelrasi pelngamanan wilaylah 

selcara belrkellanjutan. Pasukan TNI AD dapat ditelmpatkan di pulau-pulau se lkitar Sellat Singapura untuk 

melncelgah infiltrasi dan aktivitas ilelgal. Opelrasi ini juga dapat mellibatkan kelrja sama delngan otoritas 

sipil seltelmpat untuk melningkatkan kelamanan di wilaylah pelsisir. Selmelntara itu, matra udara dapat 

mellaksanakan patroli udara selcara rutin melnggunakan pelsawat telmpur, pelsawat intai, dan dronel untuk 

melmantau lalu lintas kapal dan melndeltelksi aktivitas melncurigakan di Sellat Singapura. 

Opelrasi ylang dilakukan olelh masing-masing matra harus belrada di bawah satu komando telrpadu. 

Hal ini pelnting untuk melmastikan koordinasi ylang elfelktif, relspons celpat telrhadap ancaman, dan 

pelnggunaan sumbelr dayla ylang elfisieln. Komando gabungan ini dapat dibelntuk khusus untuk opelrasi di 

Sellat Singapura atau melngintelgrasikan opelrasi ini kel dalam struktur komando gabungan ylang sudah ada. 

Gellar opelrasi ini helndaknyla dapat melngelrahkan kelkuatan selcara telrpadu delngan 

melmpelrtimbangkan elfelktivitas pada saat pellaksanaan opelrasi. Artinyla, kelkuatan ylang dikelrahkan harus 

selsuai delngan tingkat ancaman ylang dihadapi. Sellain itu, opelrasi ini juga pelrlu melmpe lrhatikan aspelk-

aspelk selpelrti hukum laut intelrnasional, kelrja sama delngan nelgara teltangga, dan dampak telrhadap 

lingkungan. 

Delngan mellaksanakan opelrasi gabungan ylang komprelhelnsif dan telrkoordinasi, TNI dapat 

melningkatkan kelamanan maritim di Sellat Singapura selcara signifikan. Hal ini tidak hanyla akan 

mellindungi kelpelntingan nasional Indonelsia, teltapi juga belrkontribusi pada stabilitas dan kelamanan 

relgional 

c. Pelneltapan relgulasi ylang melngatur Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan. 

Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) melrupakan salah satu tugas pokok TNI dalam 

melnelgakkan keldaulatan nelgara dan melnjaga kelutuhan wilaylah NKRI. Namun, pellaksanaan opelrasi ini 

selring kali melnghadapi tantangan, salah satunyla adalah kurangnyla relgulasi ylang melngatur opelrasi selcara 

telrpadu antar keltiga matra TNI. Hal ini melnylelbabkan tumpang tindih kelwelnangan dan inelfisielnsi dalam 

pellaksanaan opelrasi. 

Olelh karelna itu, pelnylusunan relgulasi ylang komprelhelnsif dan telrpadu melnjadi suatu kelharusan. 

Relgulasi ini akan melnjadi landasan hukum ylang kuat untuk pellaksanaan Opelrasi Pamtas ylang lelbih 

elfelktif, elfisieln, dan telrkoordinasi. Belrikut adalah langkah-langkah stratelgis ylang dapat diambil dalam 

pelnylusunan relgulasi telrselbut: 

1) Pelmbelntukan Tim Pelnylusun Relgulasi ylang Inklusif: Tim ini tidak hanyla telrdiri dari 

pelrwakilan tiap matra TNI, teltapi juga mellibatkan ahli hukum militelr, pakar kelamanan pelrbatasan, 

akadelmisi, dan bahkan pelrwakilan dari kelmelntelrian/lelmbaga telrkait selpelrti Kelmelntelrian Luar 

Nelgelri, Kelmelntelrian Dalam Nelgelri, dan Badan Nasional Pelngellola Pelrbatasan (BNPP). Delngan 

mellibatkan belrbagai pihak, diharapkan relgulasi ylang dihasilkan akan lelbih komprelhelnsif dan 

melngakomodasi ke lpelntingan selmua pihak telrkait. 

2) Analisis Kelbutuhan Relgulasi ylang Melndalam: Analisis ini tidak hanyla melncakup 

pelraturan pelrundang-undangan ylang rellelvan dan doktrin opelrasi, teltapi juga studi kasus dari 

nelgara lain ylang melmiliki pe lngalaman dalam pelngamanan pe lrbatasan. Sellain itu, analisis juga 
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harus melmpelrtimbangkan pelrkelmbangan telknologi telrbaru ylang dapat digunakan dalam Opelrasi 

Pamtas, selpelrti pelnggunaan dronel, selnsor, dan sistelm informasi telrpadu. 

3) Pelmeltaan Tugas, Pelran, dan Fungsi ylang Deltail: Pelmeltaan ini harus dilakukan se lcara rinci 

hingga kel tingkat satuan telrkelcil di masing-masing matra. Selbagai contoh, relgulasi harus 

melnjellaskan selcara rinci tugas TNI AD dalam melnjaga pelrbatasan darat, tugas TNI AL dalam 

melnjaga pelrbatasan laut, dan tugas TNI AU dalam melnjaga wilaylah udara di pelrbatasan. 

Pelmeltaan ini juga harus melmpelrtimbangkan skelnario-skelnario khusus, selpelrti pelnanganan 

pellanggaran wilaylah pelrbatasan, pelnylellundupan, atau konflik di pelrbatasan. 

4) Pelngelmbangan Melkanisme l Koordinasi ylang Kuat: Melkanismel ini tidak hanyla melncakup 

pelmbelntukan struktur komando gabungan, teltapi juga proseldur koordinasi rutin antar matra, 

melkanismel pelngambilan kelputusan belrsama, dan sistelm komunikasi ylang telrintelgrasi. Sellain itu, 

relgulasi juga pelrlu melngatur melkanismel koordinasi delngan aparat pelnelgak hukum lainnyla, 

selpelrti Polri, Bela Cukai, dan Imigrasi, untuk pelnanganan kasus-kasus pellanggaran di pelrbatasan. 

5) Standarisasi Proseldur Opelrasi ylang Komprelhelnsif: Standar Opelrasional Proseldur (SOP) 

ylang baku harus melncakup selluruh aspelk Opelrasi Pamtas, mulai dari pelrelncanaan, pelngumpulan 

intellijeln, patroli, pelnanganan pellanggaran, hingga pellaporan dan elvaluasi. SOP ini harus disusun 

delngan melmpelrtimbangkan karaktelristik wilaylah pelrbatasan ylang belrbelda-belda, baik pelrbatasan 

darat, laut, maupun udara. 

6) Keltelntuan Pelnelgakan Hukum ylang Telgas: Relgulasi harus melmuat keltelntuan ylang jellas 

melngelnai we lwelnang dan proseldur pelnangkapan, pelnyle llidikan, dan pelnindakan telrhadap belrbagai 

jelnis pellanggaran di pelrbatasan, selpelrti pelnylellundupan, pelrdagangan manusia, dan pellanggaran 

wilaylah. Keltelntuan ini harus seljalan delngan hukum nasional dan hukum intelrnasional ylang 

belrlaku. 

7) Sosialisasi dan Implelmelntasi ylang E Lfe lktif: Sosialisasi tidak hanyla dilakukan mellalui 

pellatihan, teltapi juga mellalui meldia komunikasi intelrnal TNI dan meldia massa untuk 

melningkatkan kelsadaran publik akan pelntingnyla Opelrasi Pamtas. Implelmelntasi relgulasi harus 

diawasi selcara keltat untuk melmastikan kelpatuhan selmua pihak. 

8) E Lvaluasi dan Relvisi Belrkala ylang Belrkellanjutan: E Lvaluasi harus dilakukan selcara belrkala, 

misalnyla seltiap tahun, untuk melngukur elfelktivitas relgulasi dan melngidelntifikasi arela-arela ylang 

pelrlu dipelrbaiki. Hasil elvaluasi harus digunakan selbagai dasar untuk mellakukan relvisi dan 

pelnyle lmpurnaan relgulasi selcara belrkellanjutan, selhingga relgulasi sellalu rellelvan delngan 

pelrkelmbangan situasi di lapangan. 

 Delngan langkah-langkah stratelgis ini, diharapkan relgulasi Opelrasi Pamtas telrpadu dapat melnjadi 

instrumeln ylang elfelktif dalam melningkatkan koordinasi antar matra TNI, melngoptimalkan pelnggunaan 

sumbelr dayla, dan pada akhirnyla, melmpelrkuat pelngamanan wilaylah pelrbatasan NKRI. 

d. Pelningkatan sarana dan prasarana pelndukung Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan di Sellat Singapura. 

 Pelningkatan elfelktivitas Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan (Pamtas) di Sellat Singapura 

melmbutuhkan optimalisasi dukungan logistik ylang komprelhelnsif, telrutama dalam hal kelmampuan 

pelmelliharaan dan pelrbaikan (Harkan), pelrbelkalan (Fasbelk), dan fasilitas pellabuhan (Disfaslan). 

1) Pelningkatan Kelmampuan Harkan: Pangkalan TNI AL di selkitar Sellat Singapura harus 

melmiliki fasilitas Harkan ylang melmadai, telrmasuk belngkell pelrbaikan kapal ylang modelrn, 

fasilitas pelngisian bahan bakar, dan pelralatan pelrbaikan ellelktronik ylang mutakhir. Sellain itu, 

keltelrseldiaan suku cadang ylang celpat dan elfisieln pelrlu dijamin me llalui kelrjasama delngan industri 

pelrtahanan dalam nelgelri dan manajelmeln invelntaris ylang optimal. Pellatihan dan pelngelmbangan 

kompeltelnsi telnaga telknis Harkan juga pelrlu ditingkatkan untuk melmastikan pelmelliharaan dan 

pelrbaikan KRI ylang elfelktif. 

2) Pelningkatan Kelmampuan Fasbelk: Kapasitas gudang pelnylimpanan di pangkalan TNI AL 

pelrlu ditingkatkan untuk melnampung belrbagai jelnis pelrbelkalan, selpelrti bahan makanan, air belrsih, 

bahan bakar, dan amunisi. Sistelm logistik harus dioptimalkan untuk melmastikan distribusi 

pelrbelkalan ylang celpat dan elfisieln kel KRI ylang belropelrasi di Sellat Singapura. Pelnggunaan 

telknologi informasi dan komunikasi ylang canggih dapat diimplelme lntasikan untuk melningkatkan 

elfisielnsi manajelmeln logistik. 

3) Pelningkatan Kelmampuan Disfaslan: Pelrluasan dan modelrnisasi delrmaga di pangkalan TNI 

AL dipelrlukan untuk melngakomodasi KRI ylang lelbih belsar dan lelbih banylak. Pelmbangunan 

delrmaga baru di lokasi stratelgis juga dapat dipelrtimbangkan untuk melningkatkan flelksibilitas 

opelrasional. Fasilitas pelndukung selpelrti stasiun pelngisian bahan bakar, stasiun pelngisian air 
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belrsih, dan fasilitas pelrbaikan kapal harus telrseldia di delrmaga untuk melmelnuhi kelbutuhan KRI. 

Pellabuhan di se lkitar Sellat Singapura harus dikelmbangkan melnjadi pellabuhan modelrn delngan 

sistelm manajelme ln lalu lintas kapal ylang canggih, sistelm kelamanan ylang keltat, dan fasilitas 

pelndukung lainnyla. 

 Delngan melngoptimalkan keltiga aspelk dukungan logistik ini, TNI AL dapat me lmastikan kelsiapan 

opelrasional KRI, melmpelrcelpat waktu relspons telrhadap ancaman, dan melningkatkan elfelktivitas Opelrasi 

Pamtas di Sellat Singapura. 

 

IV. KELSIMPULAN 

Belrdasarkan uraian pelmelcahan masalah ylang ditelmukan telrkait Optimalisasi Opelrasi Pelngamanan 

Pelrbatasan Indone lsia-Singapura guna melningkatkan kelamanan maritim dalam rangka melndukung pelrtahanan 

nelgara, maka dapat disimpulkan belbelrapa hal selbagai belrikut: 

a. Pelran TNI AL dalam melndukung pelneltapan batas maritim delngan Singapura melmelrlukan 

pelndelkatan komprelhelnsif ylang melliputi pelningkatan anggaran, pelnguatan koordinasi antar instansi, selrta 

pelngelmbangan stratelgi adaptif telrhadap dinamika gelopolitik.  

b. Gellar opelrasi belrpelngaruh telrhadap Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan Indonelsia-Singapura guna 

melningkatkan kelamanan maritim dalam rangka melndukung pelrtahanan nelgara. Untuk melngatasi 

pelrmasalahan telrselbut dipelrlukan intelropelrabilityl mellalui meltodel: pelnylusunan SOP dan opelrasi 

gabungan. 

c. Relgulasi belrpelngaruh telrhadap Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan Indone lsia-Singapura guna 

melningkatkan kelamanan maritim dalam rangka melndukung pelrtahanan nelgara. Untuk melngatasi 

pelrmasalahan telrselbut dipelrlukan pelneltapan relgulasi mellalui meltodel: relgulasi 

d. Sarana dan prasarana pelndukung belrpelngaruh telrhadap Opelrasi Pelngamanan Pelrbatasan 

Indonelsia-Singapura guna melningkatkan kelamanan maritim dalam rangka melndukung pelrtahanan 

nelgara. Untuk melngatasi pe lrmasalahan telrselbut dipelrlukan upayla pelningkatan Sarpras mellalui meltodel: 

pelmbangunan dan pelmelnuhan/pelnyleldiaan. 
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